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ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologt tidak selalu membawa
dampak vang positil bagi masyarakat. Apabila kita perhatikan perkembangan flmu
pengetzhuan dan teknolog terscbul akan melahirkan polemik yang baru dalam
masyarakal sebagal contoh adalah narkotika. Warkotika disatu sisi sangal
Jibutuhkan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan disisi lain justou te rjadi
penyalahlahgunakan narkotika, Narkotika telah diatur dalam Undang-undang No.
22 lahun 1997 Dengan adanva pengaturan ini dibarapkan akan terlaksana
pengendalian dan pengawasan lerhadap narkotika. Akan tetapi dalam prekteknva
masth saja banyak terjadi penyalahgunaan dan tindak pidana Markotika. Penelitian
i mencoba melihal bagaimana prakuk pemidanasn terhadap pelaku tindak
nidana markotika di wilayah  bukum Pengadilan Megeri Lubuk  Sikaping
Kabupaten Pasaman. Penelitian i bersifat deskriptif, denpan pendeckatan masalah
secara vuridis sosiologis. Dalam pelaksapaannya penelitian iml menganalisa
perkars prdana pada tahun 2003, 2004 dan 2003 dengan mengambil 1 (satu) kasus
masing-masingnya yaie Kasus [ (Dedi [rawan, Hasapuddin dan Salmiab Boru
Rangkulry, kasus 1 (Rahmat Harahap) dan kasus 111 (Edi Samora). Hasil
penelitian ini i memperlibatkan baganmana prakiik pencrapan pidana terhadap
pelaku tindak pidana narkotika sepert sampel dart penelitian ini dimana dalam
Kasus | Dedi Trawan dick dipidana dengan Pidana 10 (sepuluh) tabun dan denda
Rp 50000000~ (lima pulub jula rupizh). Kasus 11 Rahmat Harahap dipidana
dengan Pidana penjara 1O (sepulub) Tahun dan denda Rp. 5.600.000.- (lima juta
rupiah) dan Kasus [ Edi Samora dipidana denagn pidana penjara selama 2 (dua)
rahun 10 (sepubuh) bulan dan denda Ryp. 3.000.000 - {tiga juta rupiah), perbuatan
apa saja vang dilarang serta ancaman hukuman terhadap pelaku tindak mdana
narkotika menurut undang-undang No. 22 Tabun 1997 dan apa yang menjad
perimbangan hakim dalam menjatubkan pidana lerhadap pelaku tindak pidans
narkotka.
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A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu penpetahuan dan teknelogi serta sistem nfonmssi
vanp sangat pesat mengakibatkan semakin berkembang pula hentuk tindak pidana
vang terjadi dalam masvarakal, Mula dari tindak pidana yang ringan sampa
dengan tindak pidana di dunia Mayantara atau (Cvber Crime), Banyak faktor yang
mempengaruhi mengapa orang melakukan tindak pidana Ada yang melakukan
tndak pidana karema tidak mengetahur hukum yang berlaky, ada pula yang
beralasan karena faktor ckonomi, ada juga vang melakukannya karena mengikut
cava hidup dan lain-lain sebagainva. [m jelas ndak dapat ditenma, apapun
alasannva tindak pulana tetap tindak pidana dan bagi mereka vang melanpggar
hukum pidana harus tetap ditndak atau diproses sesuar dengan ketentuan yang
herlaku, Tindak mdana atau vang lazim disebut dalam masyarakat adalah
kejahatan merupakan sustu perbuatan yang dilarang olch suatu atran hukum
tranpan mang disertan ancaman {sanksd) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa melangpar larangan terscbut. ;

Indonesia merupakan negara vang sedang dalam tahap berkembang yang
syaral sekall dengan pengaruh dari luar. Dengan kondist yang seperti ini
mengakibatkan Indonesia sebagal salah satu wilavah yang menjadi sasaran dan

dunia luar mulai dari bidang ekonomi sarmpar dengan sosial dan budaya.

| sdaeliaimn, Asased say HubanFidma, Rineka Cipra, lakarty, 1995, Hal, 34



Ak hir-nkhir 1ni bahkan hampir sctiap saal kia bisa saksikan bark el
medin cetak maupun media eletronik kepahitan narketika terjadi dumana-mana,
quilas dari kota besar sarmpar dengan ke pelosok-pelosok neperl inl masyarakat
cudah akrab sekali dengan narketika Penyalabgunaan narkotika telab dilakukan
sleh semua kalangan, baik orang kaya maupun orang muskin, orang dewasa
sampai arak-anak.  Hal i lentunya perly menjadi  perbatian ki semus
Hoeanrana i bisa teradi 7 Apakab karena kurangnya kontrol dan aparat
penegak hukum yang berwenang * atau masyrakat tidak mengetahui akan bahava
narkotika tersebul 7 atau lemahnva sanks) terhadap mereka vang melakukan
tindak pidana narkotika ? atau masih lerdapatnya oknum aparal penegak hukum
vang kut serfa mesg bock np peredaran narkolika terscbut. Hal-hal diatas
merupakan faktor yang mungkin saja terjadl. Mereka dengan berbagal alasan dan
mengandalkien  kedudukaneva  untuk melindungi perbuatan  yang  jelas-jelas
melanpear peraturan perundang-undangan dan merugikan orang banyak.

Tindak prdana narkotika adalah merupakan kejahatan vang dikenal sehagar
kejahatan lanpa korban (Ficomless crome)” Hal ini tentunya dalam arti absirak.
Tanpa korban disini maksudnya adalah antara uedak pidana vang dilakukan dan
Larban tidak terlinat secara jelas. Borban dan pelaku tidak terhha adanya saling
snerugikan secara nyata, Hal im berbeda dengan tindsk pidana lainnya, Bila tindak
pidang biasa tentunya ada korban dan pelaku yang antara satu dan lunnva dapal

Lita saksikan secars kongkril atau nyata, arinya ada korban vang chrugikan dan
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ada pelaku vang merogikan korban.

S Goedions, Narkedika ok Heorga, Penerbit Adumni, Bandung, 1983, Hal I
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L. kesimpulan
Herdasarkan bosit pembaliasan vang wlah dikemukakan padi 3ab-bab
acchelurmnva, maka dapm dikemuokakan kestmpulan sehagar bertkul
Utk kis Ihat Prakok Penndanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana MNarkotik
{3 Walayah Hukom Pengadilan Negen Lubuk Sikapmyg maka Kia akan dapal
memvakskan basaimana pentingnya Kera sama vang efisicn antara scsama
aparat penegak hukum dulam memberantas peredaran pelap narkobka Arimvi
dalam pemberaniasan tersebul diperlukan kesatuan Mis1 AT SESamaE apari

cak hukum yang berwenang Adapun pelaksanaan tersebut di wilavah

[E L
fukum Penzadilan Negen Lubuk Sikaping telah dapat terlaksana sebagaimana
untuian Undang-Undang Scbaga: contoh dalam kasus narkotika  vang
dihadam oleh Dedi lrawan dkk, Kokmat Harabap dan Edi Samora. Dalam
menzunghkap  kasus e juga ek luput peran serla masyarakan dalam
memberamas peredaran gelag narkotika

o Adlapun perbuatan-peibuatan yang dilarang menurul Undang-LUindang Moo 22
whun 1997 Temang Narkotika adalah schagmmana diatur dalam Pasal 78
saenpal denpn Pasal 100, Adupun perbuatan tersebut adalab -
5 Heahatan vang menyvangku procdubkst narkotika
b wejahatan vang meoyangkul jual beli narkotika
¢ Kejpahatan vang menyangku! pengangkutan dan transito narkatika
d Kepahatan yang menvanghul penguasaan narkotrka

¢ boepahatan vang menyangkul penyalabgunaan narkotika



Pl sk Pl =T ARA

Hi ki

sUCihnlae 200% @ fereervass Mot Mlujuhid Press, [ncl g

Shense] Sunmess Mastada, 1995, Peobdemia Narfongo, Paikotropiha dan HIY-
Al Aikrul Hakae, aekarta

Loy Dl 2002, Mk Peantdisiet, Ihkial Fakultes Hukum Lensersias

Aondalas, Pading

I Losevarem Hamchovo, 2004, Seertente rfabetht Menoenafioe? . Pakar Riva,

BFandung
sdachiotne, 1993, dvar- Ay ok Pidane. Rineka Cupta. Jakarta

Seng Sanmda dik, 2002, Sk o, Dikia, Fakulias | Hukum Unrvarsias
Amdalas, Padany

surhaian Hakim, 2000, Pergne Viclovan Sarkeba, Pasca Sarana Umversitas
Andalas, Padung

Pk Rl 2003 N Sober dered $orcidasieve o Pedesresia, 1T Al
Banduny

samidne, 983 Sk Pt Armmce, Handung

satochid Karta Mepara dkk, Pl ide, Batan Lektor Mahasiswi, Jakars

Soediono, 1983, Surked ke dor S, Penerbit Alumm 1985, Bandung

Socrieno Sockanto, WEL Senpane Menelin Huke, Loniversias Indones

Press, Jakaria
Sudarsone, 1991, A esekedon Sease, Ringka Cipta, Jakarta

Tuufik Makarao Moh, 2003, Viedur T bederiee. Nepkeirka, Ghaha Indonesia
Jakari

wiwtw Cioowle Tindak Pidana Narkonka, coid
winty Cinogle Separah Narkotika dr Inddonesi, cooa

www Gogle Sejarah Narkotika D, ol



